Lampiran Il Surat Bersama Pagu Indikatif
Belanja K/L TA 2023

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2023, HAL-HAL KHUSUS DALAM
PENYUSUNAN BELANJA DAN RENJA K/L TA 2023, SERTA SINKRONISASI BELANJA

K/L DAN TRANSFER KE DAERAH TA 2023

A. Pokok-Pokok Kebijakan Belanja K/L Tahun 2023

1. Kebijakan Umum Belanja K/L

a.

Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan produktif yang disertai
dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi
perekonomian dan kesejahteraan;

Meningkatkan kualitas SDM melalui dukungan terhadap ftransformasi sistem
kesehatan, akselerasi reformasi perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas
pendidikan;

Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kapasitas
produksi dan daya saing;

Melanjutkan reformasi birokrasi untuk mendukung adaptasi pola kerja baru yang
efektif dan efisien;

Mendukung pelaksanaan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas dan
daya saing;

Mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan
EBT, dan transisi energi.

2. Kebijakan Belanja Pegawai

a.

Mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga
daya beli dan konsumsi aparatur negara;

Melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan
berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya
kualitas pelayanan kepada publik.

3. Kebijakan Belanja Barang

a.

Mendorong efisiensi belanja barang operasional dan belanja barang non-prioritas
sejalan dengan pola kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan IT;

Penyediaan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;

Mendukung efisiensi belanja barang yang diserahkan kepada Pemda/Masyarakat
yang lebih fokus dan sinergi dengan sumber pendanaan lain dan/atau program
bantuan Pemerintah lainnya.

4. Kebijakan Belanja Modal

a.
b.

Prioritas terhadap pengadaan dan perolehan aset tetap yang produktif;

Mendukung pendanaan dalam rangka penyelesaian proyek-proyek strategis dan
prioritas secara selektif untuk meningkatkan produktivitas;
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c. Penyedizan sarana dan prasarana yang mendukung prioritas nasional secara
berkelanjutan.

5. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

a. Melanjutkan penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah,
PIP dan bantuan premi PBI JKN, dengan akurasi penargetan berdasarkan tingkat
kerentanan yang terukur dan terperingkatkan;

b. Mendorong pelaksanaan integrasi Perlinsos secara bertahap, antara lain integrasi
PKH dan PIP, penguatan, peningkatan manfaat, dan perluasan target penerima

lansia dan disabilitas;
c. Mendorong percepatan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial melalui perbaikan

data sasaran menuju registrasi sosial ekonomi, digitalisasi bantuan sosial, graduasi
bantuan sosial, dan perlindungan sosial adaptif, termasuk bagi lansia dan disabilitas.

B. Hal-hal Khusus dalam Penyusunan Belanja K/L TA 2023

1.

Mendukung kegiatan persiapan dan pembangunan lbu Kota Nusantara (IKN), serta
mendukung operasionalisasi Otorita IKN melalui pembentukan perangkat Otorita IKN
secara bertahap. Untuk pembangunan IKN telah dicadangkan alokasi anggaran sebesar
Rp27,6 Triliun yang pemanfaatannya akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Otoritas
serta K/L terkait untuk memperdalam rincian kegiatan pembangunan, desain, target,
alokasi beserta pelaksana kegiatan;

Khusus untuk pembangunan infrastruktur, agar difokuskan pada proyek/kegiatan yang
sedang berjalan dan/atau proyek/kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan pada
tahun 2023, dengan memperhatikan kesiapan proyek serta ketersediaan anggarannya.
Dalam hal pembangunan tersebut memerlukan perpanjangan waktu, perpanjangannya
hanya dapat dilakukan hingga tahun 2024;

3. Mendukung kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

4. Dalam rangka pelaksanaan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan, dampak kenaikan PPN 1 (satu) persen dari semula 10 persen
menjadi 11 persen, agar dipenuhi/dioptimalkan dari pagu belanja pada masing-masing
Kementerian/Lembaga;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
Kementerian/Lembaga wajib mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam
negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri.

C. Hal-hal Khusus dalam Penyusunan Renja K/L TA 2023

1. Penguatan Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

a. KJ/L agar melakukan penyempurnaan rumusan informasi kinerja sesuai pedoman
penerapan RSPP antara lain:

1) Menyempurnakan rumusan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Utama
Program, khususnya untuk Program yang bersifat lintas Unit Eselon [ 2
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2) Menyempurnakan rumusan Kegiatan, khususnya untuk Kegiatan yang bersifat
lintas Unit Eselon I/1I;

3) Menyempurnakan rumusan Kilasifikasi Rincian Output (KRO)/Rincian Output
(RO) dan Indikator Kinerjanya;

4) Memperbaiki penggunaan KRO yang kurang tepat/kesesuaian RO dengan KRO;

5) Melakukan Penandaan (tagging) RO yg bersifat khusus dan spesifik terkait
dengan Prioritas Nasional (PN), Major Project (MP), Proyek Strategis Nasional
(PSN), dan Multi Years Contract (MYC) serta anggaran tematik APBN.

K/L dalam menyusun Renja K/L TA 2023 secara khusus memperhatikan
penggunaan KRO sebagai berikut:

1) Anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja Pegawai dan Belanja Barang
Operasional) dialokasikan dengan menggunakan RO Layanan Perkantoran di
dalam KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal;

2) Anggaran untuk belanja operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana bidang TIK
pada KRO Operations and Maintenance (OM) Sarana/Prasarana Bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi.

K/L agar memastikan keselarasan rumusan informasi kinerja dalam Renja K/L
dengan target-target kinerja di dalam RKP;

Dalam hal kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L sama atau serupa dengan
kegiatan/proyek yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), maka
rumusan RO yang digunakan oleh K/L dan DAK Fisik agar diselaraskan;

Penambahan program selain program K/L sebagaimana ditetapkan melalui Surat
Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: S-
375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 yang
telah disepakati dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) akan
dikonsolidasikan oleh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian
Keuangan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan

penganggaran pembangunan nasional;

Untuk kebutuhan konsolidasi alokasi pada satuan kerja, K/L yang mengalokasi

anggaran pada:

1) Kantor Wilayah/Kantor Vertikal di daerah yang mendapatkan alokasi dari unit
Eselon | yang berbeda dalam K/L yang sama; dan

2) Dinas/Satker Pemerintah Daerah yang mendapatkan alokasi dari unit Eselon |
yang berbeda dalam K/L yang sama

melakukan langkah-langkah identifikasi dan perencanaan penggabungan satuan
kerja termasuk pengalihan alokasi anggaran satuan kerja dimaksud pada salah satu
satuan kerja di bawah Unit Sekretariat Jenderal/Sekretariat utama.
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2. Pengamanan Program/Kegiatan Tertentu

a.

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Program Digitalisasi
Nasional, maka kegiatan atau proyek Kementerian/Lembaga berupa:

1) Pembangunan/pengadaan sistem IT baru atau aplikasi baru yang bersifat
umum;

2) Pengadaan server baru dan/atau pusat data (data center) baru (DC/DRC); dan

3) Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Agar memedomani:

1) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/400/M.KT.03/ 2021 tanggal 22 Juni 2021 hal Mekanisme dan Persyaratan
yang diperlukan Untuk Pembahasan Pagu Indikatif TA 2022 dalam kerangka
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

2) Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Permintaan Clearance dari Kementerian/Lembaga atas
Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Pemerintah TA 2021.

Penyampaian permohonan rekomendasi clearance belanja TIK dapat diajukan
melalui aplikasi Evaluasi Anggaran SPBE pada link https://ega-spbe.layanan.go.id.

Program/Kegiatan/Rincian Output yang berkaitan dengan Riset mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional;

Upaya percepatan penurunan stunting mengacu pada Strategi Nasional Penurunan
Stunting;

Dalam rangka mendukung efektivitas belanja dan proses evaluasi kebijakan
penganggaran perubahan iklim yang lebih baik serta dalam rangka mendukung

keberlangsungan pembiayaan APBN melalui green sukuk, K/L agar secara disiplin
melakukan penandaan anggaran perubahan iklim sesuai Pedoman Penandaan

Anggaran Perubahan Iklim.

D. Sinkronisasi Belanja K/L dan Transfer Ke Daerah TA 2023

K/L yang mengampu kegiatan DAK Fisik agar:

1

Mensinkronkan RO K/L dengan output yang akan didanai dengan DAK Fisik. Nama-
nama daerah penerima manfaat atau lokasi dari RO K/L di daerah tersebut harus

dicantumkan dalam KRISNA;

Menetapkan petunjuk teknis dan petunjuk operasional sebelum dimulainya tahun
anggaran 2023 dan untuk ketentuan yang sifatnya umum (general) dapat diberlakukan

lintas tahun.



